WALIKOTA SEMARANG

PROVINSI JAWA TENGAH
PERATURAN WALIKOTA SEMARANG
NOMOR } TAHUN 50
TENTANG

PELIMPAHAN SEBAGIAN KEWENANGAN WALIKOTA KEPADA CAMAT

Menimbang

Mengingat

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA SEMARANG,

a. bahwa dalam rangka meningkatkan efektivitas

3

penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan
kemasyarakatan, dan  berdasarkan  berdasarkan
ketentuan Pasal 226 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23
Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana
telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua
atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah, menyebutkan bahwa Camat
mendapatkan  pelimpahan  sebagian kewenangan
Walikota untuk melaksanakan sebagian urusan
pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah;

bahwa  berdasarkan  pertimbangan  sebagaimana
dimaksud huruf a, maka Peraturan Walikota Semarang
Nomor 34 Tahun 2009 tentang Pendelegasian Sebagian
Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan
Walikota kepada Camat Kota Semarang sebagimana
telah diubah dengan Peraturan Walikota Semarang
Nomor 19 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas
Peraturan Walikota Semarang Nomor 34 Tahun 2009
tentang Pendelegasian Sebagian Urusan Pemerintahan
yang menjadi Kewenangan Walikota kepada Camat Kota
Semarang, perlu ditinjau kembali

bahwa untuk melaksanakan ketentuan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan
Peraturan Walikota tentang Pelimpahan Sebagian
Kewenangan Walikota Kepada Camat;

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang
Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar Dalam
Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah,
Djawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta;



Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang
Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23
Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5679);

Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 tentang
Perluasan Kotamadya Daerah Tingkat 1l Semarang
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976
Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 3079);

Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 1992 tentang
Pembentukan Kecamatan di Wilayah Kabupaten -
kabupaten Daerah Tingkat II Purbalingga, Cilacap,
Wonogiri, Jepara dan Kendal serta Penataan Kecamatan
di Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang
dalam Wilayah Propinsi Daerah Tingkat | Jawa Tengah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992
Nomor 89};

Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2008 tentang
Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2008 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4826);

Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang
Perangkat Daerah [Lembaran Negara Rpublik Indonesia
Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5887);

Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 18 Tahun 2011
tentang Kecamatan (Lembaran Daerah Kota Semarang
Tahun 2011 Nomeor 18, Tambahan Lembaran Daerah
Kota Semarang Nomor 63);

Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 14 Tahun 2016
tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah
Kota Semarang (Lembaran Daerah Kota Semarang
Tahun 2016 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah
Kota Semarang Nomor 114);

Peraturan Walikota Nomor 90 Tahun 2016 tentang
Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi,
Serta Tata Kerjakecamatan Dan Kelurahan Kota
Semarang (Berita Daerah Kota Semarang Tahun 2016
Nomor 90).



MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PELIMPAHAN SEBAGIAN

KEWENANGAN WALIKOTA KEPADA CAMAT

BAB 1
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1.
2.

e R S

10.

L1

Daerah adalah Kota Semarang;

Pemerintah Daerah adalah Walikota dan Perangkat Daerah sebagai
unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah;

Walikota adalah Walikota Semarang;

Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Semarang;

Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah Kota Semarang;

Kecamatan adalah Kecamatan dilingkungan Pemerintah Kota Semarang;
Camat adalah Pemimpin dan Koordinator Penyelenggaraan Pemerintahan
di wilayah kerja Kecamatan yang pelaksanaan tugasnya memperoleh
Pelimpahan Kewenangan Pemerintahan dari Walikota untuk menangani
sebagian urusan Otonomi Daerah, dan menyelenggarakan Tugas Umum
Pemerintahan;

Urusan Pemerintahan adalah fungsi-fungsi Pemerintahan yang menjadi
hak dan kewajiban setiap tingkatan dan/atau susunan Pemerintahan
untuk mengatur dan mengurus fungsi-fungsi tersebut vang menjadi
kewenangan dalam rangka melindungi, melayani, memberdayakan dan
menyejahterakan masyakarat;

Kewenangan Walikota adalah hak dan kewajiban Walikota untuk
menentukan atau mengambil kebijakan dalam rangka penyelenggaraan

Pemerintahan Daerah;

Kewenangan Camat adalah hak dan kewajiban Camat yvang merupakan
Pelimpahan Kewenangan dari Walikota untuk menentukan atau
mengambil kebijakan dalam rangka Penyelenggaraan Pemerintahan di

lingkungan Kecamatan;

Pelimpahan Sebagian Kewenangan adalah Pelimpahan Sebagian

Kewenangan Daerah sebagai Daerah Otonom;



(1)

(2)

BAB I
KEWENANGAN YANG DILIMPAHKAN KEPADA CAMAT
Pasal 2

Kewenangan Walikota yang dilimpahkan kepada Camat adalah sebagian
Urusan Pemerintahan yvang menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah
Kota Semarang.

Kewenangan yang dilimpahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
adalah Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang berada di Perangkat
Daerah.

Kewenangan yang dilimpahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
dijabarkan lebih lanjut dalam rincian Kewenangan sebagaimana
tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian yang tidak
terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

Pasal 3

Kewenangan vang dilimpahkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2
meliputi aspek :

SRR Me a0 TP

(1)

(2)

(1)

(2)

perizinan;

rekomendasi;

koordinasi;

pembinaan;

pengawasan;

fasilitasi;

penetapan;

penyelenggaraan; dan

kewenangan lain vang dilimpahkan

Pasal 4

Kewenangan yvang dilimpahkan sebagaimana dimaksud dalam pasal 3
mencakup Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan pada lingkup
Kecamatan sesuai peraturan Perundang-Undangan,

Kewenangan yang dilimpahkan sebagaimana dimaksud dalam pasal 3
dilakukan berdasarkan prinsip eksternalitas, prinsip akuntabilitas,
prinsip efisiensi, dan prinsip kepentingan strategis daerah.

BAB I11
PEMBIAYAAN
Pasal 5

Biaya untuk Peyelenggaraan Kewenangan yang dilimpahkan kepada
Camat dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota
Semarang.

Biaya untuk Penyelenggaraan Kewenangan sebagaimana dimaksud pada
avat (1) disesuaikan dengan :

a. besaran kewenangan dan beban tugas vang dilimpahkan;

b. luas wilayah;

c. rentang kendali;

d. jumlah penduduk; dan

e. tingkat kompleksitas permasalahan dalam wilayah kerjanya



BAB IV
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 6

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan ini, sepanjang vang
menyangkut teknis pelaksanaanya akan diatur lebih lanjut dengan
Keputusan Walikota.

Pasal 7

Pada saat Peraturan Walikota mulai berlaku, maka Peraturan Walikota
Semarang Nomor 34 Tahun 2009 tentang Pendelegasian Sebagian Urusan
Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Walikota kepada Camat Kota
Semarang (Berita Daerah Kota Semarang Tahun 2009 Nomor 34,
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Walikota Semarang Nomor 19
Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Semarang Nomor
34 Tahun 2009 tentang Pendelegasian Sebagian Urusan Pemerintahan yang
menjadi Kewenangan Walikota kepada Camat Kota Semarang (Berita Daerah
Kota Semarang Tahun 2012 Nomor 19) dicabut dan dinvatakan tidak
berlaku.

Pasal 8

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan,
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan
Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Semarang

Ditetapkan  di Semarang
pada tanggal

WALIKOTA SEMARANG

HENDRAR PRIHADI

Diundangkan di Semarang
pada tanggal

SEKRETARIS DAERAH
KOTA SEMARANG,

ADI TRI HANANTO
BERITA DAERAH KOTA SEMARANG TAHUN NOMOR



BAB IV
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 6

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan ini, sepanjang yang
menyangkut teknis pelaksanaanva akan diatur lebih lanjut dengan
Keputusan Walikota.

Pasal 7

Pada saat Peraturan Walikota mulai berlaku, maka Peraturan Walikota
Semarang Nomor 34 Tahun 2009 tentang Pendelegasian Sebagian Urusan
Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Walikota kepada Camat Kota
Semarang (Berita Daerah Kota Semarang Tahun 2009 Nomor 34),
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Walikota Semarang Nomor 19
Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Semarang Nomor
34 Tahun 2009 tentang Pendelegasian Sebagian Urusan Pemerintahan yang
menjadi Kewenangan Walikota kepada Camat Kota Semarang (Berita Daerah
Kota Semarang Tahun 2012 Nomor 19) dicabut dan dinyatakan tidak
berlaku.

Pasal 8

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan
Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Semarang

Ditetapkan di Semaran
pada tanggal ‘- -~ .

WALIKOTA SEMARANG

HENDRAR PRIHADI
Diundangkan di Semarang
pada tanggal . 3

PENJABAT SEKRETARIS DAERAH KOTA SEMARANG

AGUS ANTO
Kepala Dinas Penataan Ruang

BERITA DAERAH KOTA SEMARANG TAHUN 2018 NOMOR



LAMPIRAN PERATURAN WALIKOTA SEMARANG

NOMOR 7 TAHUN 2018
TENTANG

PELIMPAHAN SEBAGIAN KEWENANGAN WALIKOTA

KEPALGA CAMAT

Mo BIDANG

Ml

RINCIAN KEWENANGAN
WALIKOTA YANG
DILIMPAHKAN KEPADA
CAMAT

No

HENTUK PELAKSANAAN

PENANGGUNG
JAWAB / PEMBINA
TEKNIS

I | PENDIDIKAN

—

Fasilitasi peﬁﬁm_ks.tan peran
serta masyarakal di bidang
pendidikan.

Melaksanakan koordinasi dengan UPTD il
Pendidikan Kecamatan dalam rarigka
penvediaan sarana prasarana pendidikan

untuk masyarakat; P

Pasilitasi penyelenggaraan sosialisasi
tentang pentingnya peran serta
masyarakat di bidang pendidilkan;

Membentuk tim/kelompok kerja di
masyarakat untuk membuat agenda
kegiatan di bidang pendidikan; dan

Pemberian rekomendast keglatan di
bidang pendidilan,

| DINAS PENDIDIKAN

Koordinasi dalam
periyelenggaraan pendidilkan di
wilayah kecamatan.,

Mengadakan loordinasi dan visitasi ke
lembaga penyelenggara pendidikan
Kecamaian bersama Kepala UPTD
Pendidikan Kecamatan; dan

Melakukan koordinasi dengan lembags
masvarakat, PKK, Pusat Kegiatan Belajar
Masyarakat (FPKEM) dan lain - lain untuk
mendorong peran serta masyarakat
Kecamatan dalam penvelenggarasn
pendidikan.




M

p=1

penyvelenggaraan pendirian
tempat pendidikan non formal.

pendirian tempat pendidikan non formal,

S o PENANGGUNG
BIDANG Mo DILIMPAHKAN KEPADA Mo BENTUK PELAKSANAAN .IAWATBE;'K;?Q-IBINA
= CAMAT § I =
3. | Rekomendasi ijm Pemberian rekomendasi penvelenggaraan dan

2. | KESEHATAN

Koordinasi pengaw'ﬂs_an dan
penanggulangan masalah
kesehatan akibat bencana.

L Mengkoordmasi penangeulangan
masalah kesehatan akibat bencana di

wilayah kerjanya;

3. | Pembentukan tim gerak cepat
penanggulangan bencana dan wabaly

3. | Mengkoordinir dan mencatat data

masalah kesehatan akibat bencana ; dan

4. | Mengkoordinir penanggulangan bencana

bidang kesehatan di wilayahnya.

| Men viaplan data dasar

wilayah yang berhubungan
dengan kesehatan linghungan.

| Pendataan wilayah yang berhubungan dengan

' kesehatan ngkungan seperti data rumah,
jamban, garana air bersib, tempat-tempat

umum, fasilitag kesehatan, sarang pendidikan

| Pemantauan pertumbuhan

[tumbuh kembang)
anak /balita melalui
pemberdayaan posyvandu.

1. | Fasilitasi pendampingan pananganan
kasus gizi buruk;

2. | Melaporkan segera adanya Teasus gizi
lurang dan gizi buruk di wilayahnya;

gizl buruk; dan

3. | Melakukan monitoring tindak langsung

4, [ Melakukan pendampingan kasus gizi
buruk.

DINAS KESEHATAN




B L

RINCIAN KEWENANGAN
WALIKOTA YANG

BIDANG Mo DILIMPAHEAN KEPADA No BENTUK PELAKSANAAN
CAMAT . e
4. | Menggerakkan masyvarakat 1. |a. mengperakan PSN dan pemoantauan
dalam Posyandu, jentik nyamulk antara lain ;
Pemberantasan Sarang menyispkan data Angks Bebas Jentik
Nyamuk (PSN}, Perilaku Hidup (AB):
Bersih dan Sehat (PHBES), h. melakukan gerakan Pemeriksaan
Gerakan Sayang lbu (S]] Jentik Rutin (FJR];
Kelurahan Siaga dan Usaha . menpgerskan P3N di wilayahnya; dan
Keschatan Sekolah [UKS) di d. melakukan monitoring hasil
| wilayahnya, pemantauan jentik.
| 2. | Penggerakan Perilaku Hidup Bersih dan
Sehat (PHBS):
a. menyiapkan data PHES;
b. menggeraitkan PITBS di wilayahnya,
dar
|c. melakukan moenitoring hasit PHBES.
3. | Mengaerakkan Fosyandu :
a. menviapkan data Posyandu straia
dan kader;
b, menggerakkan Posyanduo di
wilayahnya, dan
¢, melakulkan monitoring Posyandu.
4. | Pembinaan Kelurahan Siaga :

|a. menyiapkan data Kelurahan Siaga;

. menggerakhan kegiatan Kelurahan
Siage; dan

. melakukan menitoring Kelurahan
Siaga.

PENANGGUNG
JAWAE /[ FEMBINA
TEKNIS




RINCIAN KEWENANGAN

PENANGGUNG

" WALIKCYTA YANG s o
Mo BIDANG et DILIMPABKAN KEPADA N BENTLEK PELAKSANAAN .Iﬁwhf?ﬁ;;ﬁpﬁ?glﬂmﬁ.
CAMAT | . -
| 5. | Cerakan Sayang Ibn dan Bayi (GSIB] -

| (a) melakukan fasilitagi pendataan ihu

hamil, AS] elslelusif, KB, kematian
ihu, kematian havi.

(h] mengkoordinasikan pelaksanaan
kegiatan GSIB tingkat kecamatan
secara lintas sektoral.

3. | PEKEREJAAN
UMUM

G. | Tim Pembinaan UKS : Pembinaan dan
monitoring evaluasi keglatan sekolah di
bidang kesehatan bersama instansi
terkait di wilayah kerjanva
1. | Pengawasan dan peiaporan 1. Mengawasi apabila di wilayahnya ada
penggahan jalan wrotoar pada vang melakukan penggalian.
Jjakan umum yang
dilaksanakan oleh Instansi 2. | Melaporkan kepada Dinas Pekerjaan
Pengelola Utilitas [FI2AM, Umum.
Listrile, TELKOM].
2. | Penpgawasan kondisi 1. | Menginventarisic infrastruldur wilayah
mfrastrukiur wilayah. meliputi jalan, trotoar, jembatan, falud
' dan saluran vang ada di wilayahnya,
2. | Melaporkan infrastrukiur wilayah

meliputi jalan, trotoar, jembatan, talud
dan saluran yang rusak di wilavahnya.

DINAS PEKERJAAN
UmMuUM




MNa

BIDANG

Ma DILIMPAHKAN KEPADA Na BENTUK PELAKSANAAN JAWA?E,IL{EJ]E&TB[NA
CAMAT o —
3. | Pengawasan bantaran dan 1. | Pengawasan dan pengendalian

garis sempadan sungal
dan/atau saluran di wilayah
kecamatan

penggunaan bantaran dan garis
sempadan sungai dan atau saluran di
wilayah kecamatan yang berpatensi
menimbulkan bahaya dan lerusakan.

MI

Pembinaan dan peningkatan kesadaran
magyvarakat terhadap fungst bantaran,
paris sempadan sungar dan saluran
hersama instansi terkait,

?e-ringatars terhadap bangunan -
bangunan liar di atas bantaran
sungai/saluran sungai dengan prosedur.

Pengusulan penindakan terhadap
pelanggaran pengounaan bantaran, garis
sempadan sungal dan saluran di wilayah
kecamatan yvang berpotensi
menimbulkan hahaya dan kerusakan
lzepada Satpol PP dan mstanst terkail.

Rekomendasi ijin
penvambungan jalan masuk
saluran {sungai dengan
bentang di bawah 1 meter.

Fasilitasi pengawasan terhadap in
penvambungan jalan masuk
saluran/sunygai pada jalan raya dengan
bentang di bawah 1 meter.

i)

Pemberian surat pengantar permohonarn
ijinn penyambungan jalan masuk
saluran/sungai dengan bentang i
hawah 1 meter.




No BIDANG

WALIKOTA YANG
DILIMPAHKAN KEPADA
CAMAT

Pengawasan terhadap Penyambungan

BENTUK PELAKSANAAN

dalan Masuk ( PIM ) di atas saluran

Peringatan terhadap PIM di aras saluran
dengan hentang di bawah 1 meter yang
ticdak beriiin/melanggar alurarn,

a3;

Mengusulkan perbaikan jika terjadi

kerusakan.

PENANGGUNG
JAWABR / PEMEINA
TERRIS

| 4. | PENATAAN
RUANG

Pengawasan dan penertiban
reklame non permanen
komersial vang terpasang
melintang di jalan, dipaku di
pehon, diikat di tang PJU,
tiang telepon, <i pagar, di
taman, di sarana pendidikan,
surana ibadah dan di kantor
FPemerinlah,

Penpawasan, pendataan dan
pelaporan pemasangan
reklame non komersial
permanen [reklame vang
diselenggarakan untuk
kegiatan dan berjangka waktu
maksimal | bulan, behan vang
digunakan kain, triplek,
bambu, dan sgjemsnya
(banner, spandulk, umbul-

Pelaksanaan kegiatan pengawasan dan

penertiban spanduk yang terpasang melintang

di jalan dan dipaku di pohon dalam satu
wilavah kecamatan,

[FPelaksanaan kegiatan pengawasan,
pendataan dan pelaporan reldame
lcomersizl permanen dan non permanen
dalam satu wilayah kecamatan.

umbul, baltho, poster, stiker, |

Pengawasan pemasangan
poster/ stiker /selebaran dalam satu
wilaveh kecamatarn,

DINAS PENATAAN |
RUANG




RINCIAN KEWENANGAN

PEMNANGGLING

2. | Pelaksanasan pembangunan saluran di
lingkungan permukiman dengan lebar
Lkurang atau sama dengan 30 em,

3, Pemhcrdayaan masyarakat dalam
pemeliharaan Prasarana, Sarana, dan
Uuhtas Umum (P5U] Perumahan sesuai
dengan kewesnangannya.

Pendataan lampu Penerangan

Jalan Umum (PJLU} swadaya
inasyarakat dan pengembang/
Pihak Keripa.

Mendata lampu PJU yang dilaksanakan
sccara swiadaya masyarakat dan oleh
pengembang pada jalan lingkungan dan
pemukiman yvang ada di daerah pemukimarn
atau perumaharn,

|

Pengawasan terhadap lampu
Penerangan Jalan Umum

| (PJU) yang mat frusak.

Pengawasan dan menitoring terhadap kondisi
lampu yang mati/ rusak selanjuinya
dilaporkan pada dinas teknis,

No BIDANG Noi| KRR T BENTUK PELAKSANAAN JAAD El,ﬂﬁzimgqmm
CAMAT | - — , ;
selebaran) dan reklame
permanen {reklame yang
menggunakan behan darl besi
dengan konstrukst permanern '
seperti minibeard, midiboard,
billlzoard, neon box, dil]. ) )
3. | Pengawasan pprnam‘aatan Pengawasan pemanfaatan tata ruang dan tata
tataruang dan tata bangunan | bangunan wilavah kecamatan serta
wilayah kecamatan, melaporkan ke Dinas Penataan Ruang apabtla
terjadi pelanggaran.
5. | PERUMAHAN 1, | Penyelenggarann 1. | Pelaksanaaan pembangunan jalan DINAS PERUMAHAN
DAN KAWASAN Prasarana, Sarang, danUtilitas hnghkungan dengan lebar kurang atau DAN KAWASAN
PEMUKIMAN Umum [ '8U) Perumahan, sama dengan 2.5 meler, PEMUEIMAN

=S S S —




Ne

[ RINCIAN KEWENANGAN
- WALIKOTA YANG

| PENANGGUNG

2. | Memfasgilitagi penyusunan data
kebutuhan untulk penanggulangan
korban bencana.

3. | Menyiapkan tempal evalouasi sementara
karban bencana,

4, | Menggerakkan masyarakat dalam
penyelenggaraan dapur umum.

5, | Mengkoordinasikan dengan instans:/
lembaga di wilavah setempat.

Fasilitasi pelaksanaan
pelayanan masyvarakal dalam
hal penanggulangan bencana.

Camat selaku koordinator dan fasilitator
lapangan dimana terjadinya bencana -

a. menerima laporan keiadian di wilayahnoya,

BIDANG No DILIMPAHKAN KEPADA No BENTUK PELAKSANAAN IJAWA'E]?EJL?}?gB’Nﬁ
- § CAMAT S B
KETENTERAMAN | 1. | Penyelenggaraan Memfasilitusi pengadasn dan pemelibaraan SATUAN POLISI
DAN pertgembangan sarana dan lrebutuhan sarana dan prasarana sistem PAMONG PRAJA
KETERTIBAN prasarana perlindungan leeamanan lingliungan dan membantu
UMUM SERTA masyarakat, penyusunan peta kerawanan kriminalitas,
PERLINDUNGAN i lerawanan konflik, dan gangguan
MASYARAKAT kentrentaman dan ketertiban umum di
wilayvah kecamatan.
2 | Identifikasi dan pendataan Melaksanakan pencatatan dan pelaporan
kejadian pangguan lkeamanan | kejadian kriminalitas dan gangguan
dan ketertiban masyarakat. keamanan di wilavah kecamatan kepada unit
kerja/instansi terkat.
3. | Koordinasi penanggulangan 1. | Menginventarisasi korban bencana dan BADAN
dini korban bencana alam, kerugian akibat bencana di wilaynhnya. PENANGGULANGAN
 dl BENCANA DAERAH




| RINCIAN REWENANGAN

WALIKOTA YANG

BERNTUK PELAKSANAAN

PENANGGUNG
JAWAE / PEMBINA

pelavanan pendataan masalah
kesejahieraan sosal
Penvandang Masalah
Kesejahternan Sosial (PMES].

jumlah penyvandang masalah
kesejahilerann sosial (PMES) yang berhalk
mendapathan pelayanan di wilayahnva
masing-masing,

Mermfasilitasi F.Eﬁ'cfataan perkembangan
Jumlah penyandang masalah
kesejahiteraan sosial (PMKS),

Mengirimkan date usulan Penyandang
Masalah Kesejahteraan Sosia] (PMKS)
dalam mengikuli rehabilitasi sosial.

Membantu pelaksanaan
kegiatan pemberdayaan
ketuarga miskin meliput fakir
mmiskin di daerah rentan,

Memmfasilitas) keluarga rawan sosial ekonomi
agar mereka lepas dari keterpurukan
ekonemi, pendidikan dan keschatan,

e RERAS B0l piumeaHKAN KEPADA | MO /
I - £ ':AMAT | TEKNIS
h pr;g;_c;z_kztn lokasi kejﬂ.dia-n_bencanﬂ_ =]
¢ melaparkan kondisi Iapangan kepada unit
kerja/nstans: terkait.
'd. melakukan tindakan awal tangeap darurat
| penangauiangan bencana bersama
| | masyarakat.
| ¢ menginventarisasi daftar kebutuhan awal

A uniuk penanggulangan bencana.

5. | Fasilitasi pelaksanaan Meminsilitasi pelaksanaan teknis upaya DINAS PEMADAM
pelavanan masyarakat dalam | pencegahan kebalkaran kepada masyarakar di KEBAKARAN
hal bencana kebakaran. wilayah setempat.

T. | BOSlAL 1. | Membantu pelaksanasn 1. [ Mclakukan pencatatan pendataan DINAS SOSIAL




BIDANG

RINCIAN KEWENANGAN
WALIKOTA YANG
ILIMPAHKAN KEPADA
CAMAT

Mo

BENTUK PELAKSANAAN

gl |
2|
|

PERHUBUNGAN

| Pengawasan penyelenggaraan

perparkiran pada jalan wmum.

umum kepada Dinas Perlhubungan

Menginformasikan ke Dinas
Perhubungan, terhadap pengguraan
parkir tepi jalan umum yang berpotensi
melanggar ketentuan dan menggangau
fungsi jalan.

PENANGGUNG

JAWAB / PEMBINA
TEKNIS
 DINAS
PERHUBUNGAN

LINGKUNGAN
HIDUP

Pemantauan kebersihan di
wilayah kecamatan.

Melaksanakan pemantavan kondisi
kebersithan wilavah pada titik-titik rawan
kehersihan (saluran, trotoar, jalan
protekol dan lain-lain).

Menjaga kebersihan lingkungan wilayah :
Memantau dan menugaskan Lurah
untuk menjaga kebersihan lingkungan di
wilayah masing-masing.

Peningkatan pelalcsanaan
leegiatan kebersithan kawasan
perkotaarn.

Meéloksanakan kegiatan dalam rangka
neningkatan kualitas kebersihan di
wilayah kecamaian.

Memfasilitasi lkegiatan peningkatan,
pemahaman masyarakat mengenai
kebersihan dan lingkungan hidup.

Memfasilitasi pelaksanaan Sosialisasi

pengelolaan sampah berbasis

masyarakal meliputi :

a. Bistem pengelolaan sampah terpadu
(3R) berbasis masyarakat skala

rumah tanpea dan skala kawasan

DINAS LINGEKUNGAN
HIDUP




e I’,‘;‘:ZEY':’}Q”C? AN PENANGQUNG

No BIDANG No DILIMPAHKAN KEPADA Ma BENTUK PELAKSANAAN JEWA‘?E"IK;TQJRINA

Y | CAMAT P R ’
b, Alur penanganan sampah dan |
pengelolaan sampah dengan prinsip |
rediice, reusedan reoycle
3 | Pendetaan dan pemantatian Pemmantauan wrhud.fip IEcgiamn yang

untuk perlindunpgan flora, berpotensi menimbulkan kerusakan flora

fauna dan komponen fauna dan kemponen lingkungan ludup.

linglkungan hidup vang perlu

dijapga kelestariannya {seperti

sendang, sumber mata air),

10. | PEMBERDAYAAN | 1. | Fasilitasi kegiatan untuk Melaksanakan koordinasi dan fasilitasi DINAS
PEREMPUAN pembinaan, pemantauan, legintan pembinaan, pemantausn dan PEMBERDAYAAN
DAN pengawasan dan pengendalian | pengendalian serta monitoring, evaluasi dan FEREMPUAN DAN
PERLINDUNGAN serta monitoring, evaluasi dan | pelaporan tentang pemberdayaan, perempuan PERLINDUNGAN
ANAK pelaporan tentang dan perlindungan anak. ANAK

pemberdayaan, perempuan 1. | Inventarisasi kebutuhan kegiatan
dan perlindungan anak. pemberdayaan, perempuan dan
perlindungan anak di tingkal Kecamatan,
2. | Membuat usulan kegiatan pemberdayaan
perempuan dan perlindungan anak
| Repate un Keg wrlo,
3. | Sinkronisasi pelaksanaan keglatan
pemberdayvaanperempuan dan
L = perlindungan anak di ingkat Kecamatan.
2, |Fasilitas penyediaan data Melaksanakan koordinasi dan fasilitasi
terpilahl menurut jenis pervediaan data terpilah menurut jenis
kelamin. kelamin,




§] BIDANG M DILIMPALIEAN EEPADA M BENTUK PELAKS . e
L i eamaTr | | -

11, | PANGAN 1. | Fasilitasi pengumpulan dafa Pengumpulan data dan informasi kelompak DINAS KETAHANAN
dan informasi kelompok rawan | rawan pangan pada tingkat Kecamatan yang PANGAN
parngan, mencalkup ketersediann pangan dan alur

distribusi, data rawan pangan serta
penyusunan peta ketahanan dan kerentanan
pangan Kecamatan,

12. | PERTANAHAN I. | Pendataan, pengawasan dan | 1. | Memfasilitasi Pendataan, Pengawasan DINAS PENATAAN
pengendalian pemanfaatan dan Pengendalian Pemanfaatan tanah RUANG
tanal milik Pemerintah Kota | milik Pemerintah Kota Semarang,

Semarang dan tanah Negara. 2. | Mengadakan pengawasan dan
pengendalinn Pemanfaatan Tanah milik
Pemerintah Kota Semarang yang
pengeunaannya adalah Kecamatan dan
. Kelurahan.
132. | KEPENDUDUKAN | 1. | Penyelenggarasn administrasi | Pelayananan Administrasi Kependudukan di DINAS
DAN CATATAN dan pendaftaran penduduk kecamatan berdasarkan surat keterangan/ KEPENDUDUKAN
SIPIL melipuri ; Pengantar dari Kelurahan berupa : DAN PbéN;tTATHN
1

a. Pelayanan Penerbitan Surat
Keterangan Kelahiran,

a. Sural Keterangan Kelahiran

b, Pelayanan Penerbitan Surat
Keterangan Lahir Mati; 4

c. Pelayanan Penerbitan Surat
Keterangan Kematian;

. Surat Keterangan Lahir Mati

c. Sural Keterangan Kematian

d. Pelavanian Penerbitan Surat
Keterangan ALl Waris,

d, Sural Keterangan Ahli Waris

‘& Pelayvanan Penerbitan Surat

e Surai Keteranpgan Perkawinan

Keterangan Perkdwinan;




Ney
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RINCIAN KEWENANGAN
WALIKOTA YANG
DILIMPAHKAN KEFADA
CAMAT

Pelayanan Penerbitan Suraf ]
Keterangan Penduduk Non
Permanen;

l

No BENTUR PELAKSANAAN

PENANGGUNG
JAWAR / PEMBINA
TEKNIS

I. Surat Keterangan Penduduk Non Permamnen

Pelavanan Pcﬁ:‘:rtiitan éurat
Keterangan Jaminan
Bertempat Tinggal.

Pelayanan Penerbitan Surat
Keterangan Pindah antar
Kecamatan dalam wilayah
Kota Semarang;

u. Surat Keterangan Jaminan Bertempat
Tinggal

h. Surat Keterangan pindah antar Kecamalan ]

dalam wilayah Kata Semarang

Pelayanan Penerbitan Surat
Keterangan pindah datang
pendudul WNI antar
Kecamatan dalam Dasrah.

L, ‘Surat Keterangan pindah datang antar
kecamatan dalam daerah

Pelayanan Penerbitan Surat
Pengantar Permohonan
Pembuatan Kartu Tanda
Pendudul (KTF).

j. Legalisasi pengantar permohonan
Pembuatan KTP

| Pelayvanan Penerbitan Sural

Pengantar Permohonan
Pembuatan Kartu Keluarga

(k).

k. Legalisasi pengantar permohonan
Pembuatan KK

Pelayanan Pembenan Surat

Pengantar/ Keterangan terkait

Kependudulan.

1. Pemnbuatan Surat Pengantar/Keterangan
terkait Kependudukan (DFPP5)




N BIDANG

RINCIAN KEWENANGAN
WALIKOTA YANG
DILIMPAHRAN KEPATMA
CAMAT

Ne BENTUK PELAKSANAAN

PENANGGUNG
JAWAR / PEMBINA
TEKNIS

14. | PEMBERDAYAAN
MASYARAKAT
DAN DESA

Fasilitasi kegiatan untuk
pembinann, pemantauan,
pengawasan dan pengendalian
Serta monitoring, evaluasi dan
pelaporan tentang
pemberdayaan masyarakat

Melalzanalean koordinast dan fasilitast s

kegiatan pembinaan, pemantauan dan
pengendalian serta monitoring, evaluasi dan

pelaporan tentang pemberdayaan masyarakal.

1, | Inventarisasi kebutuhan I(ugu-t:jn
pemberdaysan masvaralat di tingkat
Kocamatar,

2. | Membuat usulan kegiatan pemberdayaan |

masyarakat kepada unit kerja terkait.

15. | PENGENDALIAN
PENDUDUR DAN
KELUARGA
BERENCANA

Dukungan kegiatan remajn
positif.

3. | Sinkronisagi pelaksanasn kegiatan
pemberdayaan masyarakal di tingkat

Kecamaten,

KECAMATAN

1. | Meinfasilitasi pembentukan dan
Pengelolaan Pusat Infarmasi dan
Konsehing (PIK] remaja baik di sekolah
maupun luar selolal.

2. | Melakukan penyuluhan dan sosialisasi
tentang Kesehatan Reproduksi Remja
KRR, pencegahan Human
Immunodeficiency Vinus atau Acguired

Infeksi Menular Sesksual (IM&] dan
bahava Narkodka, Alkohol, Psiketropika
dan Zat Adiktif Lammnya [NAPZA]

Imomune Deficiency Sundrome [HIV /AIDS),

DINAS
PENGENDALIAN
PENDUDUE DAN
KELUARGA
BERENCANA
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RINCIAN KEWENANGA
WALIKOTA YANG
DILIMPAHEKAN KEPADA
CAMAT

Na BENTUK PELAKSANAAN

PENANGGUNG
JAWAB / FEMBINA
TEKNIS

Penyuluhan KB

Merngkordinasikan dan memfasilitasi kegiatan
pembinaan & penyvuluhan, KIE dan
menvelenggarakan pelayanan KB dengan
pelaksanaan kegiatan kunjungan rumah
dulam ranghka mencari akseptar baru dan
penyvelenggarzan pelayanan di Kesehatan
Keluarga Berencana (KKB} / Puskesmas,

Pembinaan kader pengelola
keglaian bina keluarga.

Mengkoordinasikan dan memfasilitasi
pembinaan kader pengelola kegiatan
Kelampolk Bing Keluarga Balita (BKE], Bma
Keluarga Lansia (BKL),

16,

KOPERAS,
USAHA KECIL,
DAN MENENGAH

Membantu [asilitasi
pelaksanaan pendatazan
Koperasi dan Usaha Mikro.

1. | Memfasilitasi pendataan jumlah koperasi
dan Usaha Mikro yang ada di wilayah
kecamatan.

DINAS KOPERASI |
AN USAHA MIKRO

2. | Pemberian surat keterangan Pembubaran
Koperasi oleh Lurgh diketahui Camat.

Pemberian Surat Keterangan
Domisili Usaha Koperasi.

Penerhitan Surat Keterangan Domisili Usaha
Koperasi olelt Lurah diketahui Camat.

Pemberian ljin Usaha Mikro
Kecil (IUMEK/iJUS MELON].

Penerbitan liin Usaha Mikro Keeil (IUME/GJUS
MELON | di Wilavah Kecamatan.

Pemberian Surat Keferangan
Tempat Tinggal Pemohan
Bantuan Permodalan bagl
Koperasidan Usaha Miloo di
wilavah kecamatan

Penerbitan Sural Kelerangan Tempat Tingpal
Pemohon Bantuan Permodalan bagi Koperasi
den Usaha Mikro di wilayah kecamatan oleh
Lurah diketahui Camat.
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17. | KEBUDAYAAN L. | Penyajian data dan mformasi 1. | Memiasihtas: pendatzan dan penyajian DINAS KEBUDAYAAN

di bidang sejarah, nulad tradisi
dan kepurbakalazn, bidang
perlindungan budayva dan
tidang atraksi budava,

data/informasi sejarab, nilai tradisi dan
kepurbakalaan, bidang perlindungan
budaya serta atraksr hudaya.

3. | Memfasilitasi pendataan dan per:,vaiian-

data/informasi benda,/bangunan cagar
budaya dan berseiarah. organisasi
budaya serta para pelaku sejarah di
wilayvahnya.

Koordinasi dan fasilitasi
peaingkatan kemitraan dan
peran serta masyarakat dalam
perlindungan, pemeliharaan,
pemanfaatan di bidang
kesenian,

1. | Memlasiiitasi peningkatan kemitraan dan

peran serta masyarakat, organisasi
dan/fatau pelaku kesenian dalam
perlindungan, pemeliharaan,
pemanfaatan di bidang kesenjan di
wilayahnya.

2. | Memfzsilitasi penvajian data organisasi
kesenian dan para pelalku seni,
pembinaan keseman dan kegiatan
pagelaran kesenian di wilayahnya,

| Fasilitasi penyajian data dan

informas) di bidang potensi
geni, bidang pembinaan
kesenian, dan hidang
pagelaran kesenian,

Memfasilitasi pendataan dan penyajian
informasi potensi seni, pembinaan Kesenian
dan pagelaran kesenian.

[IAN PARIWISATA




RINCIAN KREWENANGAN

spapiiipey ; PENANGGUNG
No BIDANG | e | BENTUK PELAKSANAAN JAWAB | PEMBINA
[ —— } CAMAT : ; . i —
18, | PARTWISATA 1. | Fasilitasi penyajian data dan Memiasilitasi penvajian data dan informas di | DINAS KEBUDAYAAN
informasi di bidang promosi hidang promosi pariwisata berupa DAN PARTWISATA
pariwisata. ' pamflet/informasi tempat-tempat wisata Kota
Semarang di tempat jempat stratepis di
wilayvahnya.
2. | Fasililasi peninglkatan promosi | Memfasilitasi peningkatan promosi pariwisata
pariwisata. dan event wisata yaug diselenggarakan di
wilayahnya.
3. | Membantu pelaksanasn Memfasiltasi pembinaan, pengawasan dan
pembinasn bantuan, pengendalian bidang promost pariwisata
pemantauan pengawasan dan | terhadap kelompok sadar wisata (Pokdarwis)
pengendalian di bidang vang ada di wilavahnva.
promosi wisata,
19. | KEFEMUDAAN 1. | Membantu penyelenggaraan Memiasilitasi kegiatan kepemudaan dan DINAS
DAN OLAHRAGA dan pengembangan kegiatan olahraga dengan pendataan atlet-atlet KEPEMUDAAN DAN
OLAHRAGA

kepemudaan dan olahraga,
termasuk oiahraga prestasi.

berprestasi serta mengusulkan pengajuan

bantuan kegiatan kepemudaan dan olah raga.

Membantu dan koardinas)
hantuan pengadaan dan
pendistribusian sarana dar
prasarana kepemudaan dan
olahraga.

Memlasilitasi pengajuan proposal bantuan
peralatan [ perlengkapan olahraga dar
masyarakat ke unit kerda teknis,

Membantu dan memben
dukungan pelaksanaan alah
raga di masyarakat dan
kegiatan kepemudaan,

1. | Memfasilitasi pendataan dan
pemantavan pelaksanaan kegiatan-
kepiatan olah raga dan kepemudaan di
masyarakar
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organisasi kepemudasn dalam

| . ) memperoleh bantuan. .
4. | Koordinasi bantuan keplatan | Memfasilitasi monitoring dan pengawasan
monttoring dan evaluasi Kegintan KUPP, ataupun lembaga

kinerjn lembaga kepemudaan | kepemudaan dan keolahragaan.

dan keolahraggan,

[ 2. [ Mengusulkan cabang olah raga dan

20. | KOMUNIKAS] I. | Memberikan siurat Memberikan surat pengantar] surat DINAS KOMUNIKAS],
AN pengantar/surat keterangan keferangan untuk penerbitan relkomendasi INFORMATIKA,
INFORMATIKA uniuk perierbitan rekomendasi | terkait dengan pendirian pelaksanasn STATISTIK DAN

terkait dengan pendirtan pembangunan telekomunikasi yang berupa PERSANDIAN
pelalisanaan pembangunan warimng telekomunikasi, warung seluler dan
telekomunikasi yang berupa sejenisoya.

warung telekomunikast,
| warung seluler dan sejenisnya.

2, | Memberikan surat Metnberikan surat pengantar/surat
| pengantar/surat keterangan keterangan untuk penerbitan rekomendasi ijin
| uniuk penerbitan rekomendasi | menara telekomunikasi sebagai sarana dan
fjin menara telekomunikasi prasarana telekomunikasi.
sebagai sarana dan prasarata
| telekomumnikasi, sl
{21, | PERTANIAN 1. | Keordinas:, fasilitasi dan Mengkoordinasikan, memfasilitas! dan DINAS PERTANIAN
pengawasan peredaran dan penpawasan peredaran pestisicda.
penggunaan pestisida N
2. | Fasilitasi pengamatan, Memfasilitasi kegiatan pengamatan,
| pensegahan dan pensegahan dan penanpgulangan penvakit
penanggulangan penyalkdt hewarn,
[ hewan. I —
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3. | Knordinasi dan fasilitas: Mengkoordinasitkan dan memfasilitasi
pengumpalan data dan pengumpulan data dan informasi pertanian.
informasi pertanian.
4. | Keordinasi, fasilitasi dan =~ Menﬁkwd:’mamkan. memfasilitasi dan
pengawasan budidaya pengawasan budidaya tenaman pangan,
budidaya tanaman pangan, hortilultura dan perkebunan.
i hortikultura dan perlebunan. -
22, | PERIKANAN 1. | Fasilitasi penyajian data dan Memfasilitasi pelaksanaan pengumpulan daia DINAS PERIKANAN
informast di bidang bidang dan informasi perikanan budidaya dan
perilkanan budidaya dan perikanan tangkap di wilavahnya,
perikanan tangkap.
2. | Pembinaan, pemantaluan, 1. | Memfasilitasi pembinaan dan
pengawasan dan pengendalian pemantauan bidang perikanan budidava
bidang perikanan budidaya | dan perikanan tangkap di wilayahnya,
dan perikanan tangkap, 2, | Memlasilifasi pembentukan kelompek
masvarakat mitra bahar dan/ atau
leglompok pengawas perikanan
N masyaralat (KPPN).
3. | Fasilitasi perizinan perikanan. | Memfasilitasi periziman perikanan di wilayah
kecameatan kepada undt kera finstansi terkait.
23. | PERDAGANGAN | 1 | Fasilitas dan koordinasi I. | Memfasilitasi dan mengkoordinasikan DINAS
FERDAGANGAN

pengatiran, pendataan dan
pembinaan terhadap Pedagang
Kreatif Lapangan,

pengatiran, penataan dan pengendalian
Pedagang Kreatif Lapangan,

2. | Membantu pelaksanaan pemetaan lokasi,

penetapan lokasi dan penataan Pedagung

Kreatif Lapangan.
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3. | Pembinaan penertiban lokasi Pedagang
Kreatif Lapanpgan yvang tidak sesuai
denpgan ketentuan untuk diusulkan
penindakan kepada Satpol PP dan
[ | instansi terkait,

PR — PR— - - — e | 4 o L - —

24, | PERINDUSTRIAN Fasilitasi ijin usaha industri, Memifasilitas: pemberian jfin usaha indusir di DINAS
wilayah kecamatan berupa penpgantar dan PERINDUSTRIAN
keterangan domisili usaha industri

f_:,.s"; WALIKOTA SEMARANG
f 1

- _I-
e
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